BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.724, 2012

KEMENTERIAN SOSIAL. Gelar. Pahlawan
Nasional. Usulan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG

PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai
pengusulan pemberian Gelar sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang
Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5023);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda
Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5115);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012,
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5294);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ll;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Sosial;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Sosial ini yang dimaksud dengan :

1. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada
seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan,
pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa

dan negara.
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Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara
Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di
wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa
dan Negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan
kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa
bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik
Indonesia.

Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta
pusaka yaitu istri/suami yang dinikahi secara sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan anak kandung yang
sah.

Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat yang selanjutnya
disingkat TP2GP adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.

Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang selanjutnya disingkat
TP2GD adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada
gubernur, bupati/walikota dalam meneliti dan mengkaji usulan
pemberian Gelar.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

persyaratan pengajuan usul Gelar Pahlawan Nasional;

prosedur pengusulan Gelar Pahlawan Nasional; dan

Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan.
BAB Il

PERSYARATAN PENGAJUAN USUL GELAR PAHLAWAN NASIONAL
Pasal 3

Untuk memperoleh Gelar harus memenuhi syarat :

umum; dan
khusus.
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Pasal 4

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu :

a.

" ® 000

warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang
sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

memiliki integritas moral dan keteladanan;

berjasa terhadap bangsa dan negara;

berkelakuan baik;

setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun.

Pasal 5

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu :

a.

(1)

pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau
perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk
mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan
serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;

tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan;

melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir
sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;

pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat
menunjang pembangunan bangsa dan negara;

pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan

melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan
berdampak nasional.

Pasal 6

Untuk memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 pengusul harus melampirkan
kelengkapan administrasi yang meliputi :

a. daftar riwayat hidup;

b. uraian perjuangan;

c. rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota; dan
d. biografi calon Pahlawan Nasional.
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